
 

 

WALIKOTA PANGKALPINANG 

 

  PERATURAN  DAERAH  KOTA  PANGKALPINANG 

NOMOR  10 TAHUN  2011 

T E N T A N G  

 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 

KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang 

Nomor : 371/KEP/ORG/XII/2009 tentang Penetapan Rumah 

Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang Sebagai 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Yang 

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Utuh; 

 

b. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah 

Depati Hamzah sebagai Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD), maka  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan keuangan Daerah dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri  Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah, untuk menetapkan tarif pelayanan kesehatan 

pada RSUD Depati Hamzah diatur melalui Peraturan Kepala 

Daerah; 

 

 

 



c. bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka perlu 

dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Kota 

Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2006 tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Pangkalpinang; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pencabutan 

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 

2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Pangkalpinang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-

Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) & Undang 

–Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4033);  

  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4389); 

  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

 



  5. Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5063); 

  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5072); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4022); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia  Nomor 4741); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007: 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

  16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E Nomor 03); 

  17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang   

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 

02,   Seri D Nomor 01); 

  18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah 

Kota Pangkalpinang   (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang 

Tahun 2010  Nomor 06); 

    

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

dan 

WALIKOTA PANGKALPINANG 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA 

PANGKALPINANG NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI 

PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA 

PANGKALPINANG 

 

Pasal 1 

 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2006 tentang 

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2006 

Nomor 01, Seri C Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 



 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang. 

 

     Ditetapkan di Pangkalpinang 

    pada tanggal 14 November 2011                

         WALIKOTA PANGKALPINANG, 

    

                 H. ZULKARNAIN KARIM 

 

Diundangkan di Pangkalpinang 

          pada tanggal  14 November 2011            

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA PANGKALPINANG, 

 

H.  HARDI 

 

  

         
LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011  NOMOR    10                                                                 

 

 

 

 

 


